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NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa dalam rangks implementasi Pasal 12 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentanpg Pembentulkan
Provinsi Kalimantan Utara den Peraturan Pemerintah Nomor 4 |
Tahun 2007 Tentang COrgamisas) Porangkat Daerah, maka
dipandang perlu melakukan penyestaian Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah;

hahwa Peraturan Gubcrmur Kalmontan Utara Nomor 03 Tahun
2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantin Utara berdasarkan  hasil evaluasi belum
mengakomodir seluruh  fungsi-fungst vang menjadi  urisan
Dinas daerah, agar pelaksanaan roda pemermiaban dapat
berjalan secarn aptimal,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam burul & dan hurafl b, perlu menctapkan Peraturan
Gubermur  tentung Organisas) dan Tats Kerja Dinas  Daersh
Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 18 Ayat (B Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 wntang Keuangan
Mepara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 4286),

Undang-Undang  Nomor 01 Tohun 2004  Temang
Perbendaharaan (Lembaran Negare Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Naomor 4355);

Undang:Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerab (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimand  telah  diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 lentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2008
Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844,

L
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 201 ]
Momor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor S233);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 4014);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah |Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi dan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Lembaran Megara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Momaor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 474 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penatasn Organisasi Perangkat Dacrah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSHAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA
EKERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BAE I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Dacrah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara,

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat dacrah scbagai unsur
penyelenpgara pemerintahan daerah.

e
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. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya discbut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyar Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

. Perangkat Dacrah Provinsi adalah organisasi lembaga vang membantu Gubernur

dalam penyvelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri darn Seckretariat
Daerah, Selkretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Dacrah dan
Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Utara.

. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang

selanjutnya disingkat Setda.

. Bekretaris Daerah  adalabh Sekretaris  Daerah Provingi  Kalimantan  Utara

selanjuinya disingkat Schkda,

. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah.

Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata tercantum dalam
susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan
hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural,

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
ngan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dinas Daerah Provins: Kalimantan Utara
Pasal 3
Dinas Dacrah Provinsi Kalimantan Utara sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas :
. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Permuda dan Olah Raga;
. Dinas Kesehatan;

. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
. Dinas Perhubungan, Komunikast dan Informatiks;

1
2
3
4
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;

7. Dinas Kelautan dan Perikanan;

#. Dinas Pendapatan Daerah;

9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;

1. Dinas Energl dan Sumberdayva Mineral.

Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekms Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayvat (2] ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.
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BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH PROVINSI EALIMANTAN UTARA

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

{1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kebudavaan, Pemuda
dan Olahraga.

{2} Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Dacrah,

Paragraf 2
Tugas

Pasal 5

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunya tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daecrah di bidang pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahrags berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 6

Untuk menvelengparakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

#, perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan  teknis
Pendidikan dasar dan menengah;

¢, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebjakan  teknis
pendidikan formal dan non formal;

d. pecrumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
kebudayaan;

€. peorumusan, perencanaan, pembinaan dan  pengendalian  kebijakan  teknis
Pemuda dan Olahraga;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

=

. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

[

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan scsuai dengan bidang,
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Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1} Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

(<)

terdiri atas :
a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris, membawahkan :

(1) Sub Bagian Perencanaan program;
(2) Sub: Bagian Umum;
3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar , membawahkan :

(1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(2] Seksi Kurikulum dan Kesiswaan

(3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan,

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah, membawahkan ;

(1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenags Kependidikan
(2) Scksl Kurikulum dan Kesiswaan
(3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan

£. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :

(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Gender;
12} Seksi Pendidikan Masyarakal dan Kesetaraan,

. Bidang Kebudayaan, membawahkan:

(1) Scksi Nilai Budava Seni dan Film
(2) Seksi Sejarah

(3) Seksl Permuseuman

g. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :

(1] Seksi Pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan
(2] Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga
(3) Scksi Peningkatan Prestasi Olahraga

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudavaan, Pemuda

Olahraga sebagaimana tersebut dalam lampiran [ Peraturan Gubernur ini.

dan
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Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urisan pemerintahan di bidang
Kesehatan.

{2) Dinas  Keschatan dipimpin  oleh  scorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan lugasnya berada di bawah dan bertangpungjawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 9

Dinas Keschatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daecrah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan,

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok schagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Dinas Kesehalan mempunyval fungsi ;

a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana
strategis vang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b.  perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan leknis
sumber daya kesehatan;

C. perumusan, perencanasan, pembinaan dan pengendalian kebijakan  teknis
pelayanan keschatan;

d.  perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
keschatan masyarakat;

€. peramusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;

penyelenggaraan urusan kesekrelariatan;

pelaksanaan Unil Pelaksana Teknis Dinas;

T

pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh atasan sesus dengan bidang
tagasnya.



Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdir atas
a. Kepala Dinas.
b. Bekretaris, membawahkan -
(1) Sub Bagian Perencanaan Program;
(2] Bub Bagian Umum;
(3) Sub Bagian Keuangan.
¢, Bidang Sumber Dava Kesehatan, membawahkan :
(1) Seksi . Jaminan Kesehatan;
(2) Seksi Tenaga dan Sarana;
(3] Seksi Farmasi Makanan, Minuman dan Alat keschatan.
d. Bidang Pelayanan Keschatan, membawahkan ;
(1) Seksi Keschatan Dasar dan Rujukan;
(2) Scksi Keschatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Keluarga Miskin;
(3) Seksi Kesehatan Khusus;
e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
(1) Seksi Kesehatan Keluarga;
(2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan,
(3) Seksi Gizi
f. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
(1) Scksi Pengendalian Penyakit Menular
2} Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Bencana
[3) Seksi Penyehatan Lingkungan
g, Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana
tersebut dalam lampiran 1l Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

(1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupalkan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
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(2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Dacrah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 13

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanaan
urusan pemeriniahan daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan,

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi ;

=

b.
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(1)

perumusan kebijakan teknis bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
scsual dengan rencana stralegis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di
bidang sosial;

. perumusan, perencanasn, pembinaan dan  pengendalian  kebijakan  leknis

dibidang tenaga kerja;

. perumusan, perencanaan, pembinaan dan  pengendalian kebijakan  tcknis

transmigrasi;

. penyelenggaraan urusan kesekrelariatan;

pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnva.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Sesial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri alas :
a. Kepala Dinas.
b, Sckretaris, membawahlan !
(1) Sub Bagian Percncanaan Program,
(2) Sub Bagian Umum;
(-3} Sub Bagian Keuangan.
¢. Bidang Sosial, membawahlkan :
(1) Scksi Pemberdayaan Sosial;
(2) Scksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
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(1)

(2]

g

(3] Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial,
d. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan :

(1) Seksi Pengembangan Tenaga Kerja;

(2] Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan

[2) Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
¢, Bidang Transmigrasi, membawahkan :

{1} Seksi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pelavanan Masyarakatl Transmigran,

(2] Scksi Perlindungan Pekerja Migran

(3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi schagaimana tersebut dalam lampiran II1 Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksans
urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungiawab kepada Gubernur melalul Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan Informatika berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

Untuk menvelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

Aa.

perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan Komunikasi dan Informatika
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan penpendalian kebijakan teknis
perhubungan darat dan Udara;
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€. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian  kebijakan teknis
perhubungan laut dan ASDP;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
Komunikas dan Informatika.

€. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pos
dan telekomunikasi;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Tomoo

pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 19
(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri
af:‘{:;palﬂ Dinas.
b. Sekretaris, membawahkan :
(1] Sub Bagian Perencanaan Program;
(2) Sub Bagian Umurm;
(3] Sub Bagian Keuangan.
€. Bidang Perhubungan Darat dan Udara, membawahkan :
(1) Seksi Anglutan Jalan;
(2) Seksi Angkutan Udara;
(3] Beksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan,
d. Bidang Perhubungan Laut dan ASDP, membawahkan :
(1) Sekst Anglkutan Lawut;
(2) Scksi Angkutan ASDP
13) Seksi Kepelabuhanan;
e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan ;
(1) Seksi Teknologi Informasi;
2] Seksi Aplikasi Telematika
3] Seksi Dokumentasi dan Informatika
[. Bidang Pos dan Teleckomunikasi, membawahlkan :
(1) Seksi Pos;
(2] Scksi Telekomunilkasi
13) Seksi Monitoring dan Evaluasi
g. Unit Prlaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2] Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam
lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksans urusan pemerintahan di
bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

(2] Dinas Pekeraan Umum dan Tats Ruang dipimpin oleh searang Kepala Dinas
yvang dalam melaksanakan tougasnya berada di bawah dan bertanggang jawab
kepada Gubermur melalut Sckretaris Daecrah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 21

Dinas Peckeraan Umum dan Tata Ruang mempunyai ugas pokok melaksanakan
urusan pemerintaban  dasrah di hidang pekerjaan umum dan Tats Ruang
berdasarkan asas otonomi dan fugas pembaniiaan

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 22

Untuk menyelenggarakan logas pokok sebogaimand dimaksud dealam Pasal 21,
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai ungsi

a. perumusan kebijakan teknis i bhidang pekenaan umum sesual dengan rencana
strategls Pemerinlal Dacrah;

b. perencanaan, pembinaan dan penpendallan  kebijakan leknis Jdf bidang
pekerjaan umum dan Tata Ruang ;

o, perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalion teknis di
bidang sumber dava air;

d. perumusan, perencansan, pembinean den pengendalion twknis di bidang
kehinamargaar

£. perumusan, perencanaan, pembinaan dan  pengendalian tekmis di bidang
keciptakarvaan;

[ perumusan, percncanaan, pembinaan dan pengendalian teknis dl bidang Tata
Fuang;

g. penyelenpgaraan urusan kesekretarintan;

h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

i. pembingan Kelompok Jabatan Fungsional;

j. pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan bidang
tugasnya.
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Paragraf 4
Susunan Organsiasi

Pasal 23

[1} Busunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dari Tata Ruang, terdird aias |

[2]

(1]

2

a. kepala Dinas.
b, Bekretaria, memhbawahkan :
(1] Sub Bagian Porencanaan Program;
(2] Sub Bagian Umitom;
(3] Sub Bagian Keuanpan,
c. Bidnng Sumber Dava Air, membawahkan
(1] Seks Irngas:;
2] Beksi Sungai dan Rawa,
[3] Seks Pantail dan Air Baku;
Bidang Bina Marga, membawahkan

1 5

.
(1] Seksl Perencanaan .Jalan dan Jembatan:
(2] Seksi Bina Jasa Konstroksi,
&, Bidang Cipta Karva membawahkan :
(1) Seksi Penataun Bangunan
(2] Seks1 Perumahan dan Pemukiman
(3] Seksi Penyehatan Linghungan dan Air Bersih;
. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
(1) Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian
(2] Beksi Pengaluran, Pembinaan dan Pengawasan

[3) Sekal Program, Monitoring dan Evaluasi

@z Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang sebagaimana Tersebul dalam lampiran V Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan merupakan  unsol

pelaksans urisan pemermiahan di bhidang pertanian dan Kehmtanan

Dinas Pertanian, Kehitanan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas vang dalam meldksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalu Sekretans Daerah.




Paragraf 2
Tugas

Pasal 25

Dinas Pertzmian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyval togas polok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Kehutanan dan
Retahanan Pangan berdasarkan asas otonormi dan tugas pembaniuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Uniuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235,
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi ;

a.

b

aemm oy

perumiusan kebijakan teknis bidang pertanian dan kehutanan sesuai dengan
rencana stratepls yvang ditetapkan Pemerintah Daerah;

porumusan, perencanaan, pembinaan dan  penpendalian kebijikan  toknis
Tanaman Pangan dan Hortikeulrisees;

poramusan, perencanaan, pembonaan dan pengendalian kebijakan  tekms

Peternalan

pErumusan, perencanaan, pembindan dan pengendallan kebijakan  tekinis

Kehutpnan dan Perkebunan

perumusan, perencanaan, pembinaan dan  pengendalian kebijakan  eknis

Ketahanan Pangan;

penyelengearaan wosan kesekretariatan;

pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas,

pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

pelaksanasn tugas lain vang diberikan oleh atasan sesual dengan bidang

fugasmyn.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanon dan Ketnhanan Pangan, terdic

N

alas ;

i, Kepala Dimeas.

b. Sckretanar, membawahkan

{1) Suls Bapian Perencanaan Program;

(2} Sub Bapan Umum;
{3] Sub Bapian Keunngan.

¢, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikulrra, membawahkan ;

(1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortlkulturs,

2] Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikaltars;
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{3) Seksi Benih Tanaman Pangan dan Horikuliurs;
(4} Seksi Penyuluhan dan Teknologl Tanaman Pangan dan Hortilultura,
d. Bidang Petermakan, membawahlan
(1] Seksi Perbibitan dan Budidaya Peternakan;
(2} Sckai Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan;
(3) Seks Kesehatan Hewan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
(4] Seksi Penvuluhban dan Teknolog Pelernakan,
e Bidang Kehutanan dan Perleebunan, membawahbkan
(1) Seksi Perencanan, Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
(2] Seksi Industn Hasil Hutan dan Pembinaan Perlindungan Huran;
i3) Seksi Pengembangan. Produbksl dan Pemasaran Hasil Perkebunan,
(4} Sekst Penyuluhan dan Perhindungan Perkebunan;
[, Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan @
(1] Scksi Ketersediaan, Kerawanan dan Distribust Pangan;
2] Scksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
g. Limit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2] Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan dan
Ketahanan  Panpan scbhagaimana terscbut dalam  lampiran V| Peraturan
Cubernur mi,

Bagian Hedelapan
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 28

(1} Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksanyg urusan pemerintahan di bidang
pendapatan daerah,

(3] Minas Pendapatan Dacrah dipimpin oleh scorang Kepala Dinas vang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangpung jawab kepada
Ciubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 29

inas  Pendapatan Dacralh mempunyal (ugas  pokok melaksanakan Urissn
pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan
lain-lain, dana perimbangan, peorencanasn, pembinaan  dan pengawassan
pendapatan,



Pasal 30

Urituk menyclenggarakan mgas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Dinas Pendapatan Daerah mempunyvai fungsi

a.

S

perumusan kebijjakan leknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencans
strategis yvang ditetapkan Pcmennrah Daerah;

pereicatann, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pajak
daerah;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian  kebijakan  teknis
retribusi dan pendapatan lain-laing

perumusan, perencanaan, pembimaan dan pengendalian kebijakan  teknis
pengembangan pendapatan dan dena penmbangan;

penyelenpuarnan urusan kesekretariatan;

pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional,

polaksanaan tugas lain yang diberikan olch-atasan sesuas) dengan bidang

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 31

(1) Susunan Urganisasi Dines Pendapatan, tordin atas

8. Kepala Dinas.
b. Sekretaris, membawahlamn
(1) Sub Bagian Perencanaan Prograim,
(2} Sub Bagian Umum;
i3) Sub Bagian Keuangan,
¢. Bidang Pajak Daerah, membawahkan ;
i1} Seksi BPKB dan BBNKE;
(2} Seksi Pajak Dacrah Lainnya;
(3} Seksi Pembukusn dan Keberatan Pajak.
. Bidang Retribust dan Pendapatan Lain-Lain, membawahkan :
(1) Beksi Retribuasi;
(2} Selksi Pendaparan Lain-Lain;
(3} Beksl BUMD, Penvertaan Modal dan Pinjaman Dasrah,
e. Bidang Pengembangan Pendapatan dan Dana Perimbanpan, membawahloan @
i1} Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;



(2)

(1

(2)
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f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagen Susunan Orgamsasi dan Tata Kerja Dinas  Pendapaian  Daerab
schagalmana tersebul dalam lampiran VI Peraturan Gubernur inid,

Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Paragraf 1
Hedudukan

Pasal 32

Dinas Porindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMEM merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintaban Jf bidang perindustrian, perdagangan, koperasi
dan usaha mikro keeil dan menengah.

Dinas Perindustnan, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yvang dalam melaksanakan tugasnya berada i bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekrvetaris Daerah,

Paragraf 2
Tugas

Pasal 33

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMEM mempunyal tuges pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindusttian, perdagangan,
koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan asss otonomi dan
tugas pembantuan.

Paragrafl 3
Fungsi

Pasal 34

Unruik menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud delam Pasal 33,
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMEM mempunyai fungsi

=

)

perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasl dan
usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis vang
ditetapkan Pemerintah Daerah;

perumusan, perencanaan, pembinasn dan  pengendalian kebijakan  teknis
industri:

perumusan, perencanasr, pembinasn dean penpendalian kebpakan  teknis
perdagangan dalam negeri dan lusr negerd;

peramusan, perencanaan, pembinsan dan pengendalian kebyakan  toknis
koperasi dan usaha mikro keefl dan menengah,



penyelenggaraan \rusan kesclretariatan;
pelaksanaan Unit Pelaksana Tekms Dinas;
pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional,

= - S

pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh atasan sesual dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organizasi
Pasal 35

(1} Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, terdiri atas
a. Kepala Dinas,
b, Sekretans, membawahkan :
(11 Sub Bagan Perencanaan Program;
{2} Sub Bapgian Unium;
3] Sub Bapian Keuarigan.
c. Bidang Industr, membawahkan
(1) Seksi Industl Keecil dan Menengah;
(2} Seksi ndustd Apro dan Kimia;
(3) Seksi Industrl Logam Mesin Elektronika, Telematika dan Aneka [ILMETA),
d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luasr Neger membawahkan
(1} Seksi Perlindungan Konsumer;
(2} Seksi Perdagangan Dalam Megeri;
[3) Seksi Perdapangan Luar Neperi
e. Bidang Koperasi dan UMEM, mcmbawahkan :
[1} Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMEKM;
(2} Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan;
(3} Beksi Produksi Usaha dan Pemasarat,
g Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompaok Jabalan Fungsional.

(2] Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Kopermsi dan UMEKM sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan
Gubernur ini.
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Bagian Kesepuluh
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 36

(1] Dinas Kelmutan dan Perikanan meripakan  unsur  pelaksana urdsan
pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

{2] Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas vang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab  kepada
Gubernur melal Sekretaris Daerah

Paragraf 2
Tugas

Pasal 37

Dinas Keluatan dan Perikanan mempunyal lugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan  daerah di  bidang Perlkanan Budidaya, Perikanan Tangkap,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelauatan, Pesisir, Pulau-pulau
Keoil dan Pengawasan Sumber Daya Than.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 38

Uniuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dmmaksud dalam Pasal 37,

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi

a, perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan sesual denpan
rencana strategis vang ditetaplion Pemerintah Daernh;

b, perommasan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan  teknis
Perikanan Budidava;

©. perumussan, perencanasan, pembinasn dan pengendalian kebijakan  tekons
Perikanan Tangkap;

d, perumusan, perencanaan, pembinaan dan penpendalian kebijakan  leknis
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

£ perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
Pesisir, Pulau-pulau Kecll dan Pengawasan Sumber Dayva lkan.;

I\ penyelenggaraan urusan kesckreiarnaian,

pelaksanaan Unil Pelaksana Teknis Dinas;

T

pembnnaan Kelompok Jabatan Fungsional;

Lo pelaksanaan lugas lain yang diberkan oleh atasan sesual dengan bldang
LLgastva.
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Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 39
(1) Dinas Kelautan dan Perikanan terdicd atas
a. Kepala Dinas
L. Sekretaris, membawahlkan
(1] Sub Bagian Perencanan Program
2] Sub Bagian Umum
(3] Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Perikanan Budidaya, membawshkan :
1] Seksi Teknologl Budidava dan Pembenihan
(2] Sehsi Sarand dan Prasarans Budidayva dan Pembenihan
(3] Seks Penpendalian Limplkungan Budidayva dan Kesehatan lkan.
d. Bidang Perikansm Tanghkap, membawahkan :

(1) Seksi Prasarana dan Pengelolaan Pelabuhan Perikandn dan Pangkalan
Pendaratan lkan

{2) Seksi Teknologi dan Pengembangan Usaha Penangkapan [kan

(3] Sekst Pengelolaan Sumberdaya Tkan dan Pelayanan Usahs Penangkapan
Tkan

¢ Bidanpg Penpolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahbon -
(1) Seksi Teknologl dan Pengolahan Mutue dan Hasil Perikanan
(2) Scksi Pengembangan Usaha Pengalahan lkan dan Promosi Investasi
i3} Seksi Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

. Biking Kelauten, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penpawasan Sumber Dayva
lkan. membawiahkan :

(1) Scksi Pengawasan Perikanan dan Keloutan
(2] Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan

13) Seksi Pemethon, Pemberdoayaan Masyarakal Pesisir dan Pulou-Puloy
Keeil,

i, Unil Pelaksana Tekms Dinas
h, Kelompok Jabatan Fungsional

[} Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
schagaimana tersebut dalam lampiran X Peraturan Gubernour i

Bagian Kesebelas
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 40

(1) Dinas Encrgl dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana urisan
pemerintahan di bidang Energl dan Sumber Daya Mineral,
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2] Dinas Energl dan Sumber Dava Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas vang

dalam melaksanakan tugasnys berads di bawah dan bertanggungiawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Dacgrah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 41

Dinas Encrg dan Sumber Daya Mineral mempunysn tugas pakok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Sumber
Days Mineral, Listrik dan Pemanfaatan Energi, Minyak dan pas Bumi.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 42

Untuk menyelengparakan lugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai funesi

A.

d,

perumiman kebijakan teknis bidang Energl dan Sumber Daye Mineral sesual
dempan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijnkan teknis
Pertambangan U,

perumusan, perencanaarn, pembinadn dan penpendalian kebijakan Geologh dan
Sumber Dayva Mineral;

erumusan, perencanaan, poembinaan dan pengendalian kebijakan  teknis
Listrik dan Pemanfaatan Energi;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijjakan teknis
Minyak dan Gas Bumi_;

penvelenggaraan urusan kesekretarialan,
pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
pemhbinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

pelaksanaan tugas lam vang diberkan olch atesan scsual dengan bidang
lupasTya.

Paragraf 4
Busunan Organisasi

Pasal 43

(1) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Terdiri atas:

a. Kepala Dinas

b. Sckretaris, membawahkan
1. Sub BagianPerencanaan Program:
2, Sub Bagian Umum;
3. Sub Bagian Keuangan.
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. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan
I. Seksi Pengusahaan;
2, ScksiTeknis dan Pembinaan Pertambangan;
3. SBeksi Konservasidan Produksi.
d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan
1. Seksi Air Tanah dan Lingkungan Geologi:
2. Seks Sumber Daya Mineral dan Batubara;
3. Seksi Geologi dan Mitigasi Benoana.,
e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahlan
1. Seksi Ketenagalistrikan;
2. Seksi Pengembangan Energi;
3. Seksi Konservasi Energi,
. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahkan
1. Scksi Hulu Minvak dan Gas Bumi:
2. ScksiHilir Minyak dan Gas Bumi;
3. SeksiJasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
g Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral sebagaimana tersebut dalam lampiran X Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 44

(1) Dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional Dinas Dacrah
dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
sesual dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan beban kerja serta
analisa jabatan.

EBAEB V
EELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayvat (1), terdiri atas sejumlah
tenaga, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya,



a2

(3] Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga lungsional senior vang diangkat
aleh Gubernur atas usul Kepala Dinas,

(4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan
perundang-undangan vang berlalku.

BAE VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 46

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan
perundangundangan yang berlalku.

BARE VII
ESELON ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 47

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon 11.a.
(2] Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon ITLa.
[3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV, a.

BAR VIII
TATA KEERJA

Pasal 48

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Secksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip keordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit
organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah
Prowvinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

(2) Sctiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberkan bimbingan
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

{3) Sedap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat waktu.

{4) Setiap laporan yang diisitkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi  darn
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan
lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannyva.

5
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(5) Dalam menyampaikan laperan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang
secara [ungsional mempunyai hubungan kerja,

(6} Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sckretariat Daerah wajib
melaksanakan pengawasan melekat,

Pasal 49

Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris, Kepala Bidang secara
struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural laintya
sesual dengan Daflar Urut Kepangkatan.

Pasal 50

Atas dasar pertimbangan dayva guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam
lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

BAE IX
PEMBIAYAAN

Pasal 51

Sepala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Guberrnur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

BAEB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

(1) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tentang Orgamsasi dan Tata
kerja Dinas Daecrah Provinsi Kalimantan Utara tersebut dapat ditingau dan
dievaluasi kembali vang discsuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan,
kebutuhan, analisis jabaran dan analisis beban kerja.

(2) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur dan Titelatur terhadap Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang
diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang
berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan
dengan Peraturan Perundang-undanpgan vang berlaku.

(3) Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Dinas Dacrah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur.

(4] Uraian tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Dacrah diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(5] Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

(6) Pada saat mulai berlabu peraturan daerah ini, pejabat yang ada telap
melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yvang baru berdasarkan
Peraturan Gubernur ini.
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BAE X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

(1) Denean Ditetapkannva Peraturan Gubernure [nd, malka Peratorfan Qubernur
Provinsi Kalimsantan Utara Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimoantan Utara ([Berite Daerah Provinsi
Kalimantati Ulara Tehun 2013 Nomor 03], dinvatakan dicabut dan tidek
berlaku lug

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah
sebagaimana lersebul dalom lnmpiran Peraturmn Gubernur ing,

(3 Dengan ditetapkarnye Peraiuran Gubernur ini, maka segala bontuk Peraturan
ataupun Keputusan yang ada dan mengalur materi yang sama dengan
peratnran ini dinyatakan tdak berlakn

Pasal 54
Peraturan Gubernur in mulat berlaku pada tange:l diondangkan
Mupar sefiap orang mengetahuinya, memerintehkan pengundangan  Peraturan

Gubermur o dengan penempatannyva dalam Berits Daerah Provins Kalimantan
Utara

Ditctapkan di Tanjung Selor
pada tangeal 18 Maret 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan i Tanjuneg Selor
pada tanggal 10 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
HALTMANTAM UTARA,
ttd

Dre. H. BADRUN, M.Si
Pembnna Utama Madya, TV d
NIP. 196006 17198501 100]

BERITA DAERAH PROVINSI HALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 09

o
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